PENETAPAN PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 3/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/I1/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah
menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
Nomor 426/HK.03-Kpt/3276/KPU-Kot/XI[/2020 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum
Nomor  30/PL.027-SD/KPU/1/2021 perihal Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020,
tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Depok di
Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah



beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
PenyelenggarEran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



Catatan :

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 3/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/1/2021 diatur tentang:

Pasangan Calon Terpilih, 1. Menetapkan Pasangan Calon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 2 Dr. KH.
MOHAMMAD IDRIS, MA. dan Ir. H. IMAM BUDI HARTONO
sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Tahun 2020, dengan perolehan suara sebanyak 415.657
(Empat Ratus Lima Belas Ribu enam Ratus Lima Puluh Tujuh)
suara atau 55,54 % (Lima Puluh Lima Koma Lima Puluh
Empat Persen) dari total suara sah Pasangan Calon, 2.
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan
sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.



